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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah
Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan
sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi

perangkat daerah dalam asas Desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya
mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk
melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab
kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan
pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah
kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang
keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung

tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
secara luas dan nyata, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata
dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat
lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang
paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provins
dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang
diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-
komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan
lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam
menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi

Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan



perencanaan kerja yang merupakan bagian dari managemen strategis
daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu
Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan
suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
(good governance). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang
telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja
(Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra)
yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi
kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran
mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana
pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai

tupoksinya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2026 disusun dengan
maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-
kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Kecamatan Panceng merupakan implementasi dari Rencana Strategis
Pemerintah Kecamatan Panceng maupun semua lapisan masyarakat
sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil
pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan
mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.
1.2.2 Tujuan

Renja Kecamatan Panceng tahun 2026 disusun berpedoman dari
Renstra Kecamatan Panceng. Renja Kecamatan Panceng Kabupaten
Gresik Tahun 2026 ini ditujukan untuk :

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Panceng

dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan.



. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan

dan pembangunan satu tahun kedepan;

. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan

Kecamatan berikutnya.

. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

. Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026

dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Kecamatan
Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026, sehingga terjadi

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Panceng

Tahun 2026 dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan

perundang — undangan yang berlaku sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1540);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



20.

21.

22.

23.

24.

25.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota  yang  melaksanakan  fungsi  Penunjang



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Perizinan dan  Nonperizinan  Pembangunan
Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan Dan  Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi Dan
Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri
D);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor6 );

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2009 Nomor 11);



42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021 Nomor 2);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021 Nomor 24);

45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Panceng Kabupaten
Gresik Tahun 2025, diformulasikan yang mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik. Bab ini berisi :

1.1 Latar Belakang,

1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan  Panceng
Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Capaian Renstra
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
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BAB III

BAB IV:
BAB V :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD),

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PENUTUP
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN : Matrik Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Lampiran memuat tabel Matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana

Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan
Panceng ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan
Panceng dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan Renstra Kecamatan Panceng serta hambatan dan

permasalahan yang terjadi.

Tercapai dan tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan
laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBD.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2026,
memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi

pada masa mendatang, sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki; dan

3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Kecamatan Panceng

Tahun 2025 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 sebagai entry point
dalam penyusunan perencanaan Tahun 2026; dan

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Panceng menurut
DPPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp. yang terdiri dari anggaran
belanja operasi sebesar Rp. dan anggaran belanja modal Rp. yang
dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 5 (lima) program, 11

(sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.
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Sedangkan alokasi anggaran 2025 yang diterima Kecamatan

Panceng menurut DPPA 2024 adalah sebesar Rp. 3.988.420.566,- yang

terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp.3.911.753.391,- dan

anggaran belanja modal Rp. 76.667.175,- yang dialokasikan untuk

mendanai pelaksanaan 5 (lima) program dan 29 (Dua puluh sembilan)

sub kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian

Renstra Kecamatan Panceng sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat
pada Tabel 2.1 (Tabel T-C.29), Lampiran Permendagri 86 Tahun
2017) sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja

Perkiraan Realisasi

Capaian

Target

[Target Kinerja| Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Renstra Kecamatan
Capaian Realisasi (n-2) program Panceng s/d tahun
Urusan/Bidang . o Program Target Kinerjaj dgn 2025
P intahan Indikator Kinerja P_rogram perubahan [Hasil Program| Realisasi keglat_an Realisasi
Kode UrusaDn emenni (outcomes)/ Kegiatan (Renstra  |dan Keluaran Target R {(Renja Capaian .
aerah Dan Sub Kegiatan Perangkat |Kegiatans/d Renj Renja Perangkat [P d; Tingkat
Program/Kegiatan/Su (output)/Su g D. it 8t eya Perangkat Tingkat & rogram cen Capaian
b Kegiatan aerah) [(dengan tahun| Perangkat Daerah Realisasi Daerah Kegiatan s/d Realisasi
[Tahun 2021 -| 2023 (n-3) Daerah o tahun 2025 | tahun 2025
2026 tahun tahun BORE (%) (n-1)} {Tahun Target
. ; %)
2024 (n-2) (n- 2).Tahun berjalan [Renstra (
Berjalam
(tahun n-1)}
@)=(7/( (11)=(1
1 2 3 4 5 6 7 6) 9 10 0)/(4)
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN .
o1 PEMERINTAHAN Persentase  ketercapaian 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DAERAH sasaran Program OPD
KABUPATEN /
KOTA
Perencanaan, Jumlah dokumen
Penganggaran dan Perencanaan, 36 3 3 3
01]2.01 Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Evaluasi dokumen dokumen dokumen dokumen 100% 6 dokumen |6 dokumen 62,86
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Jumlah dokumen
Dokumen perencanaan Perangkat
01(2.01 01 Perencanaan Daerah 12 2 2 2 100% 1 dokumen |1 dokumen 57,14
dokumen dokumen dokumen dokumen
Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA-SKPD
02 Penyusunan Dokumen dan laporan 6 ldokume ldokume ldokume
012.01 RKA-SKPD hasil koordinasi penyusunan dokumen n n n 100% 1 dokumen |1 dokumen 57.14
dokumen RKA-SKPD
Humlah dokumen Perubahan
[Koordinasi dan [RKA-SKPD dan laporan hasil
01(2.01 {03 [Penyusunan Dokumen lkoordinasi penyusunan 6 dokumen |1 dokumen |1 dokumen |1 dokumen 100% ldokumen 1 dokumen | 57,14
[Perubahan RKA-SKPD dokumen Perubahan RKA-
ISKPD
[Koordinasi dan Humlah dokumen DPA-SKPD
IPenyusunan DPA- dan laporan hasil koordinasi
01]2.01 |04 6 dokumen |1 dokumen |1 dokumen |l dokumen 100% ldokumen 1 dokumen 57,14
ISKPD lpenyusunan dokumen DPA-
ISKPD
[Koordinasi dan Humlah dokumen Perubahan
01(2.01 (05 Penyusunan Perubahan DPA'S.KPI? dan laporan hasil 6 dokumen |1 dokumen (1 dokumen |1 dokumen 100% ldokumen 1 dokumen | 57,14
[DPA-SKPD lkoordinasi penyusunan
dokumen Perubahan DPA-SKPD
[Koordinasi dan Jumlah laporan capaian kinerja
IPenyusunan Laporan dan ikhtisar realisasi kinerja
01(2.01 (06 (1;3'1}?;2? ]]:;:E;J:’ sid;?nerja Eg;gig::ilsgg;irs]ul‘fasg laporan 6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 38,55
ISKPD capaian kinerja dan ikhtisar
ealisasi kinerja SKPD
Administrasi PJumlah dokumen pelaporan
01 (2.02 [Keuangan [Kinerja dan Administrasi 72 laporan |12 laporan |12 laporan |12 laporan 100% 12 bulan 12 bulan 57,14
IPerangkat Daerah [Keuangan
01]2.02 |01 ?‘E?Xz(:gtrﬁlA%?\Jll dan Jz‘;}?éz}r]) t:;el\ql?igg;g:lsﬁlenma 25 orang 22 orang 22 orang 22 orang 100% 25 orang 25 orang 66,67
[Koordinasi dan Humlah Laporan Keuangan
IPenyusunan Laporan IAkhir Tahun SKPD dan laporan
01 (2.02 [05 [Keuangan Akhir Tahun lhasil koordinasi penyusunan 6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 57,14
ISKPD [Laporan Keuangan Akhir Tahun
ISKPD
[Koordinasi dan PJumlah laporan keuangan
[Penyusunan Laporan bulanan/Triwulanan/Semestera
01]2.02 |07 [Keuangan . [ SKPD dan laporan koordinasi 72 12 laporan |12 laporan |12 laporan 100% 18 laporan 18 laporan | 57,14
Bulanan/Triwulanan/Se |penyusunan laporan keuangan aporan
mesteran SKPD [bulanan/Triwulanan/Semestera
in SKPD
Administrasi Umum PHumlah fasilitasi terhadap
01]2.06 Perangkat Daerah pelaksanaan Tupoksi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan -
[Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen [Pumlah  Paket Komponen
01(2.06 (01 nstalasi Listrik [ [nstalasi  Listrik/Penerangan 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 57,14
[Penerangan Bangunan [Bangunan Kantor yang
[Kantor disediakan
Penyediaan Peralatan PJumlah Paket Peralatan dan
01]2.06 |02 dan Perlengkapan [Perlengkapan Kantor yang 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 57,14
[Kantor disediakan
Penyediaan Peralatan PJumlah Paket Peralatan
01(2.06 (03 Rumah Tangga [Rumah Tangga yang 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 57,14
disediakan
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IPenyediaan Bahan

PJumlah Paket Bahan Logistik

01(2.06 (04 Logistik Kantor Kantor yang disediakan 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1paket 1paket 57,14
IPenyediaan Barang PJumlah Paket Barang
01]2.06 |05 (Cetakan dan ICetakan dan Penggandaan 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 57,14
IPenggandaan ang disediakan
IPenyelenggaraan Rapat gumlaih Lagoran
01(2.06 (09 [Koordinasi dan enyeenggaraan apat' 6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 57,14
Konsultasi SKPD [Koordinasi dan Konsultasi
ISKPD
[Dukungan PJumlah dokumen
01(2.06 (11 Pelaks‘anaan S‘Ste'.“ oelaks?naan S1stem 6 dokumen |1 dokumen |1 dokumen |1 dokumen 100% ldokumen 1dokumen 66,67
[Pemerintahan Berbasis [Pemerintahan Berbasis
[Elektronik pada SKPD [Elektronik pada SKPD
IPenyediaan Jasa [Persentase Fasiitasi Penyediaan
01 (2.08 IPenunjang Urusan Pasa Penunjang Urusan 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 100,00
IPemerintah Daerah IPemeretintahan Daerah
IPenyediaan Jasa Pumlah frekuensi penyediaan
01[2.08 |02 [fomunikasi, Sumber asa komunikasi, 12 laporan |12 laporan |12 laporan |12 laporan | 100% 12bulan  [12 bulan 57,14
Daya isumber daya air dan listrik
Air dan Listrik
IPenyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
01(2.08 [04 [Pelayanan Umum Kantor asa Pelayanan Umum Kantor 12 laporan |12 laporan |12 laporan |12 laporan 100% 12 bulan 12 bulan 64,29
ang Disediakan
[Pemeliharaan Barang PMumlah fasilitasi Pemeliharaan
01/2.09 Milik Daerah terhadap sarana prasarana 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 100% 12bulan |12 bulan 46,43
IPenunjang Urusan Aparatur
IPemerintahan Daerah
IPenyediaan Jasa PJumlah Kendaraan Perorangan
[Pemeliharaan, Biaya [Dinas atau Kendaraan Dinas
01/2.09 |01 iemehharaa“' dan Pajak {jabatan yang Dipelihara dan 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 100% 12 umit 12 unit 57,14
endaraan Perorangan dibayarkan Pajaknya
IDinas atau Kendaraan
IDinas Jabatan
IPenyediaan Jasa PJumlah Kendaraan Dinas
IPemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang
01 |2.09 |02 [emeliharaan Pajak dan  Dipelihara dan dibayarkan Pajak | = ;¢ 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 40,00
[Perijinan Kendaraan an Perizinannya
IDinas Operasional atau
[Lapangan
01(2.09 |06 [Pemeliharaan Peralatan  PJumlah Peralatan dan Mesin 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 40,00
dan Mesin Lainnya [Lainnya yang dipelihara
IPemeliharaan/Rehabilita PJumlah Gedung Kantor dan
01]2.09 |09 |si Gedung Kantor dan [Bangunan Lainnya yang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 57,14
Bangunan Lainnya IDipelihara/Direhabilitasi
IPROGRAM Tingkat Kematangan
02 ggﬁéi%ﬁ?ﬁgﬁm% [Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71,43
IPELAYANAN PUBLIK
[Koordinasi PMumlah Fasilitasi Kegiatan
022.01 Penyelenggaraan Pemerintah ditingkat Kecamatan |, kegiatan |7 kegiatan |7 kegiatan |7 kegiatan | 100% 7 kegiatan 7 24,24
[Kegiatan Pemerintahan kegiatan
di Tingkat Kecamatan
IPeningkatan Efektifitas Humlah  Dokumen 5
[Kegiatan Pemerintahan IPeningkatan  Efektifitas 7 keg/5 7 keg/5
02(2.01 {02 i ’%‘ingkat Kecamatan Kegia;gan Pemerintahan di [7 keg/5 dok |7 keg/5 dok doi/ doi/ 100% 5 dokumen dokume 30,30
[Tingkat Kecamatan n
IPROGRAM IPersentase RKPDes yang
03 A A itetapkan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00
IDAN KELURAHAN
03 [2.01 gggg;?j:;gfﬁi’; gzﬁgﬂ;gz;;efgg; 14 desa 14 desa l4desa | 14 desa 100% 100% 100% 100,00
IPeningkatan Partisipasi Humlah Lembaga
asyarakat dalam Kemasy?ljaka?an yang
03{2.01 |01 [Forum Musyawarah Berpartisipasi _ dalam 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 28,57
Perencanaan [Forum  Musyawarah
Pembangunan di Desa [Perencanaan Pembangunan di
IDesa
[Pemberdayaan Lembaga PJumlah fasilitasi Pembinaan
03(2.03 [Kemasyarakatan Tingkat [Lembaga Kemasyarakatan Desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 100,00
[Kecamatan ditingkat Kecamatan
IPeningkatan Kapasitas Humlah Lembaga
03(2.03 [03 [Lembaga Kemasyarakatan  yang 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 50,00
Kemasyarakatan IDitingkatkan Kapasitasnya
[Fasilitasi Pengembangan PJumlah Laporan Fasilitasi
03(2.03 [04 [Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100% 3 laporan 1 3 60,00
asyarakat Masyarakat aporan
[PROGRAM KOORDINASI [Persentase Penyelesaian Konflik
04 IKETENTRAMAN DAN di Kecamatan yang difasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00
IKETERTIBAN UMUM
[Koordinasi Upaya IPersentase Fasilitasi Koordinasi
04(7.03 penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketentraman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00
[Ketenteraman dan dan Ketertiban umum
Ketertiban Umum
[Sinergitas dengan Humlah Laporan Hasil Sinergitas
[Kepolisian Negara dengan Kepolisian Negara
[Republik Indonesia, [Republik Indonesia, Tentara
04 (7.03 (01 [Tentara Nasional asional Indonesia dan Instansi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 laporan 10 laporan 57,14
Indonesia dan Instansi ertikal di Wilayah Kecamatan
ertikal di Wilayah
[Kecamatan
[Koordinasi Penerapan [Persentase Fasilitasi Koordinasi
dan Penegakan [Penyelenggaraan Ketentraman
04 (7.04 Peraturan Daerah dan dan Ketertiban umum 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 100,00
IPeraturan Kepala
[Daerah
[Koordinasi / Sinergi PJumlah Laporan
dengan Perangkat daerah [Koordinasi/Sinergi dengan
ang Tugas dan [Perangkat Daerah yang Tugas
[Fungsinya di Bidang dan Fungsinya di Bidang
04 (7.04 (01 [Penegakan Peraturan [Penegakan Peraturan 14 laporan 14 laporan |14 laporan |14 laporan 100% 12 laporan 12 laporan | 57,14
IPerundang-Undangan IPerundang- Undangan dan/atau
an / atau Kepolisian [Kepolisian Negara Republik
egara Republik [ndonesia
Indonesia
IPROGRAM PEMBINAAN  |Persentase Fasilitasi
06 IDAN PENGAWASAN IPelaksanaan Pembinaan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00
IPEMERINTAHAN DESA [Pengawasan Desa
[Fasilitasi, Rekomendasi [Persentase Fasilitasi,
dan Koordinasi Rekomendasi dan Koordinasi
06 (2.01 IPembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 100% 100% 100,00
[Pengawasan [Pemerintahan Desa
IPemerintahan Desa
[Fasilitasi Penyusunan PJumlah Dokumen yang 14 14 14 14 28
06 (2.01 (01 [Peraturan Desa dan Difasilitasi dalam rangka 100% 28 dokumen 57,14
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

[Peraturan Kepala Desa

[Penyusunan Peraturan Desa
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dan Peraturan Kepala Desa

06

2.01

02

[Fasilitasi Administrasi
[Tata Pemerintahan Desa

PJumlah Dokumen yang

IDifasilitasi dalam rangka 14 14 14 14 12

100% 14 dokumen

IAdministrasi Tata Pemerintahan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

IDesa

50,00

06

2.01

03

[Fasilitasi Pengelolaan
[Keuangan Desa dan
IPendayagunaan Aset
Desa

PMumlah Dok. fasilitasi
[pembinaan pengelolaan 14 14 14 14 100% 14 dokumen 12
lkeuangan desa dan aset desa

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

57,14

oo

2.0

07

Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa

Fasilitasi Dok Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Badan 14 14 14 14 12

100% 14 dokumen

Permusyawaratan Desa

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

50,00

Dari

Pencapaian Renstra Kecamatan Panceng sampai dengan Tahun 2024
lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017),
maka dapat dilihat hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2024

yaitu:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

1.1.1.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah Alokasi dana untuk sub kegiatan ini
Rp. 2.677.230,00,- dengan output 2 (dua) dokumen
perencanaan perangkat daerah tersusun melalui hasil
kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Panceng / Forum
SKPD.

Realisasi : Fisik 100 % dan keuangan 100 %

1.1.2.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD.

Alokasi Dana untuk sub kegiatan ini Rp.2.492.185,00
dengan output 1(satu) dokumen RKA-SKPD dan
KoordinRealisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%

1.1.3.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

Dokumen RKA-SKPD dengan Alokasi dana untuk sub ini
Rp. 2.031.730,00,- dengan Output 1 dokumen Realisasi
fisik : 100% dan Keuangan 100%

1.1.4.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

DPA-SKPD.
Alokasi Dana untuk sub kegiatan ini Rp 2.492.185,00
dengan output 1 (satu) dokumen

Realisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%

1.1.5.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

Dokumen DPA-SKPD
Alokasi Dana untuk Sub ini Rp. 2.255.770,00 Dengan

output 1 (satu) dokumen
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1.2.

1.3.

Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%

1.1.6.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.750.250,00-
dengan output 12 Laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini
Rp.2.975.268.820,00 dengan output 22 Orang ASN
Kecamatan Panceng dibayarkan gaji dan tunjangannya
selama 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan.
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 96,78%

1.2.2.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.364.415,00
dengan output 1 Laporan
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.2.3.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 3.430.006,00
dengan output 6 dokumen Laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1.Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Banguanan Lainnya
Alokasi Dana untuk Sub ini Rp 5.359.402,00 output 1
Paket. Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%

1.3.2.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 70.914.782,00
dengan output 12 bulan. Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100 %

1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 7.200.038,00
dengan output 1 Jenis. Realisasi : Fisik 100% dan

keuangan 100 %
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1.4.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 18.194.460,00
dengan output 1 Jenis. Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100 %

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Pengadaan
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 15.394.539,00
dengan output 2 Jenis Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100 %

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 26.625.000,00
dengan output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100 %

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 72.482.175,00
dengan output 1

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 235.296.000,00
dengan output 8 Tenaga THL 12 Kecamatan Panceng
dibayarkan gaji selama 12 bulan dalam tahun anggaran
berjalan. Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 49.344.000,00
dengan output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau
kendaraan dinas jabatan

Alokasi dana sub kegitan ini Rp. 78.150.000,00 Dengan

output 1 unit
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Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%
1.4.5.Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
dan Pajak Dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
Alokasi dana sub kegiatan ini Rp 5.500.000,00 ,-dengan
output 6 unit
Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%
1.4.6.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 4.945.000,00
dengan output 10 Unit Bulan Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100%
1.4.7.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 30.946.500,00,-
dengan output 2 Unit Realisasi : Fisik 100% dan
keuangan 100%
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
2.1.1.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp.127.220.388,00
dengan  bentuk  Kegiatan  Sosialisasi = Kebijakan
Kependudukan Output 6 dokumen
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.1.1.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 26.783.504,00
output 3 Kegiatan yakni :
1. Kegiatan Pra Musrenbang Peserta 35 Orang
2. Musrenbang Peserta 116 Orang dan
3. Kegiatan e-planing 33 Orang Realisasi : Fisik
100% dan keuangan 100%

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3.2.1.Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
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3.2.2.

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 44.617.907,00
dengan  bentuk  Kegiatan  Sosialisasi  Kebijakan
Kependudukan Output 1 Jenis.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 40.791.760,00
dengan  bentuk  Kegiatan Sosilasasi Kebijakan
Kependudukan Output 3 laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum

4.1.1.

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 72.764.256,00
output 12 laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan

100%

4.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1.

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 8.530.752,00
output 14 laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1.

5.1.2.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa.

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 8.856.752,00
output 28 dokumen

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

Sub Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
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Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 12.816.000,-
output 14 laporan
Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%

5.1.3.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 11.118.752,00
output 14 Desa
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

5.1.4.Sub Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permuswaratan Desa
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 9.034.752,00
output 14 Laporan Realisasi fisik 100% dan Keuangan
100%

5.1.5.Sub Fasilitasi Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Alokasi dana sub kegiatan ini Rp. 13.537.504,00 dengan
output 1 dokumen Realisasi fisik 100% dan Keuangan

100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD adalah proses evaluasi yang

sistematis dan objektif untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah

telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa aspek yang dapat

dianalisis dalam kinerja pelayanan Kecamatan Panceng sebagai berikut

a.

b.

Kualitas Pelayanan : Bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas
pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Panceng termasuk
kecepatan,ketepatan dan keramahan

Aksesibilitas : Bertujuan untuk menilai sejauh mana Kecamatan
Panceng dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien
termasuk kemudahan akses dan ketersediaan informasi

Efisiensi : Bertujuan untuk menilai sejauh mana Kecamatan
Panceng dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien

termasuk penggunaan sumber daya dan waktu
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d. Efektivitas : menilai sejauh mana PD dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

e. Akuntabilitas ; Bertujuan untuk menilai sejauh mana kecamatan
Panceng dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dimana Kecamatan Panceng dalam melakukan analisis kinerja
pelayanan dengan menggunakan metode Survei kepuasan masyarakat
untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

yang diberikan oleh Kecamatan Panceng.

Tabel 2.2 (T.C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

Indikator Kinerja sesuai Tugas| SPM/ Realisasi Capaian .
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Proyeksi
No. dan Fungsi Kecamatan Standar | IKK Tahun ke- Catatan Analisis
Panceng Nasional 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nilai Indeks Kepuasan Indeks 84% | 89% | 90% | 94% | 92% | 93% |88.11%| 89.73 | 91% |91,6% | 94 % Ada perubahan target tahun
Masyarakat Pelayanan Kepuasan 2026 yang semula 92 %
kecamatan Masyarakat menjadi 94% sudah sesuai
PK APBD 2028

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Belum optimalnya sistem kualitas Pelayanan Publik ,kurangnya
Kompetensi petugas pelayanan publik serta keterbatasan
infrastruktur teknologi dalam pelayanan publik

2. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang memadai

3. Adanya Refocusing Anggaran yang menyebabkan beberapa
kegiatan terhambat
Untuk mengatasi isu-isu tersebut upaya yang dilakukan oleh

Kecamatan Panceng antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan
dan pengembangan kompetensi kepada petugas pelayan publik

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat
prosedur pelayanan yang jelas,transparan dan akuntabel dengan
tetap berpedoman pada SOP.

3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pelayan publik
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4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pelayanan publik serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat terhadap pelayan publik.

Sedangkan Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program

dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

a.
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

o

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

o

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Berdasarkan isu - isu penting sebagaimana tersebut di atas, maka
beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam perumusan

program dan kegiatan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program yang harus dilaksanakan adalah program yang
berkontribusi dalam capaian target kinerja pelayanan Kecamatan
Panceng serta capaian target kinerja pembangunan daerah
sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik
Tahun 2025- 2029.

2. Memperhatikan penganggaran program dan kegiatan sesuai
kebutuhan anggaran setiap sub kegiatan sehingga target indikator
program dan  kegiatan dapat tercapai dengan @ tetap
memperhitungkan pengaruh faktor penghambat dan peluang
capaian target.

3. Output program, kegiatan dan sub kegiatan harus bersifat terukur
sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja
pelayanan Kecamatan Panceng

4. Output dan outcome program, kegiatan dan sub kegiatan agar
dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta stakeholder

baik secara materiil maupun immateriil.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Panceng telah ditetapkan beberapa Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
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. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

1.1 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -
SKPD

1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan / Semesteran SKPD

. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.1 Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor

3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3.5 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan

3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

5.4 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
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2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa
1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa
1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
1.5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan Pembangunan Desa
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Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Panceng dapat dilihat pada Tabel 2.3 (Tabel.

T-C.31) berikut ini

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No
q q q q q q erf q q q q q Target q .¢/ Catatan
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 'Target Capaian| Pagu Indikatif Program / Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja A Pagu Indikatif q
Capaian Penting
PROGRAM PENUNJANG Kec Persentase Pemenuhan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kec Persentase Pemenuhan Fasilitasi
I |[URUSAN PEMERINTAHAN Pan. n Fasilitasi Operasional 100% 4.131.812.301 [PEMERINTAHAN DAERAH Pan' n Operasional Kantor 100% 4.131.812.301
DAERAHKABUPATEN/KOTA °€1€ KKantor enen ceng
Perencanaag, P.e ngangsaran, Persentase fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase fasilitasi dokumen
dan Evaluasi Kinerja [Kec. dokumen Perencanaan, e . Kec. o
1. .| 6 dokumen 34.312.600Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran, dan 100%
[Perangkat Daerah [Panceng [Penganggaran, dan Evaluasi [Panceng e 34.312.600
S Daerah Evaluasi Kinerja
Kinerja
IAdministrasi Keuangan Persentase fasilitasi .. . e . .
2. [Perangkat Dacrah Kec. Administrasi Keuangan 12bulan | 3.521.423.744 [ dministrasi Keuangan PerangkatKec. Persentase fasilitasi Administrasi | 1500, | 3501423744
[Panceng Daerah [Panceng Keuangan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
IAdministrasi Umum Perangkat Persentase fasilitasi - . e . .
3 |Daerah [Kec. IAdministrasi Umum 12 bulan 186.551.797 IAdministrasi Umum Perangkat Kec. Persentase fasilitasi Administrasi 100% 186.551.797
[Panceng Daerah [Panceng Umum Perangkat Daerah
[Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase fasilitasi . . e .
4. |Urusan Pemerintahan Daerah Kec. penyediaan jasa penunjang 12 bulan 289.890.000 Penyediaan Ja§ a Penunjang Kec. Persentase f asilitasi pen. yediaan 100% 289.890.000
[Panceng . [Urusan Pemerintahan Daerah IPanceng asa penunjang operasional kantor
operasional kantor
Pemeliharaan Barang Milik Kec Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Kec Persentase fasilitasi pemeliharaan
5. [Daerah Penunjang Urusan ’ pemeliharaan Barang Milik 12 bulan 99.634.160Daerah Penunjang Urusan ’ i P 100%
X IPanceng . [Panceng [Barang Milik Daerah 99.634.160
[Pemerintahan Daerah Daerah Pemerintahan Daerah
. . Ipersentase fasilitasi : : [persentase fasilitasi
[Koordinasi Penyelenggaraan Kec envelenegaraan Urusan [Koordinasi Penyelenggaraan Kec envelengearaan Urusan
6. [Kegiatan Pemerintahn Di ' penye engg . 7 kegiatan 100.072.850Kegiatan Pemerintahn Di Tingkat ' penyeiengg; : 100% 100.072.850
. [Panceng |[pemerintahan dTingkat [Panceng pemerintahan dTingkat
Tingkat Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN [Kec Persentasi fasilitasi kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN Kec Persentasi fasilitasi kegiatan
III [MASYARAKAT DESA DAN P n. n mberd nd g 100% 101.070.800[MASYARAKAT DESA DAN P n' N mberd nd &t 100% 101.070.800
KELURAHAN anceng [pemberdayaan desa KELURAHAN anceng pemberdayaan desa
[Koordinasi Kegiatan Persentasi fasilitasi kegiatan . . . Persentasi fasilitasi kegiatan
7. |[Pemberdayaan Desa Kec. [pemberdayaan desa 14 desa Koordinasi Kegiatan Kec. [pemberdayaan desa 100%
[Panceng 26.122.800Pemberdayaan Desa IPanceng 26.122.800
[Pemberdayaan Lembaga Kec Persentase fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kec Persentase fasilitasi Lembaga
8. [Kemasyarakatan Tingkat Pan.cen Lembaga kemasyarakatan 14 desa 74.948.000 Kemasyarakatan Tingkat Pan.cen lkemasyarakatan tingkat 100% 74.948.000
[Kecamatan g tingkat kecamatan Kecamatan g lkecamatan
PROGRAM KOORDINASI [Persentase fasilitasi PROGRAM KOORDINASI Persentase fasilitasi koordinasi
1v KETENTRAMAN DAN Kec. lkoordinasi ketentraman dan 100% 61.634.800 KETENTRAMAN DAN Kec. ketentraman dan ketertiban 100% 61.634.80
KETERTIBAN UMUM Panceng |xetertiban umum KETERTIBAN UMUM Panceng  lymum 0
Koordinasi Upaya Kec g;iseerll;iSI I:::ar;dlmam Upaya [Koordinasi Upaya Kec Presentasi Koordinasi Upaya
9. [Penyelenggaraan Ketenteraman ’ ¥ 88 12 bulan 55.018.400Penyelenggaraan Ketenteraman ’ Penyelenggaraan Ketenteraman 100% 55.018.400
> IPanceng [Ketenteraman dan : IPanceng >
dan Ketertiban Umum R dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum
[Koordinasi Penerapan dan Kec llzgfeerr;tzsrll Iéz(r)]rggll’laeﬁakan [Koordinasi Penerapan dan Kec Presentasi Koordinasi Penerapan
10. [Penegakan Peraturan Daerah ’ p g 12 bulan 6.616.400Penegakan Peraturan Daerah dan ’ dan Penegakan Peraturan Daerah | 100% 6.616.400
[Panceng [Peraturan Daerah dan [Panceng
dan Peraturan Kepala Daera [Peraturan Kepala Daera dan Peraturan Kepala Daera
Peraturan Kepala Daera
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PROGRAM PEMBINAAN DAN | ;:;f;‘:l:‘:; ﬁ‘::lhtas‘ PROGRAM PEMBINAAN DAN Kec Persentasi fasilitasi pembinaan
V [PENGAWASAN Pan.ceng bengawasan pemerintah 100% 37.822.400PENGAWASAN PEMERINTAHAN Pan;:eng dan pengawasan pemerintah 100% 37.822.400
PEMERINTAHAN DESA desa DESA desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Presentasi Fa}sﬂltas1, . e . . e .
Koor dina’si Pembinaan dan Kec Rekomendam dar_l PresentasyFaSl_htasL Rekomendam Kec Presenta51‘Fas%llta31, Rekomenda51
11. . ’ Koordinasi Pembinaan dan 14 desa 37.822.400 |dan Koordinasi Pembinaan dan ’ dan Koordinasi Pembinaan dan 100% 37.822.400
[Pengawasan Pemerintahan IPanceng R . IPanceng .
Pengawasan Pemerintahan [Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa
Desa
JUMLAH 4.432.413.151 4.432.413.151

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat telah ditetapkan melalui musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan
memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten
Gresik Tahun 2025- 2029.

Ketetapan tersebut sebagai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Panceng dan bersifat
pengkoordinasian sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, karena pelaksananya sudah ditangani oleh SKPD yang
membidangi, sebagaimana yang terinci dalam lampiran Tabel 2.4 (Tabel. T-C.32) berikut ini : Usulan Program dan

Kegaiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026

No Program/kegiatan/sub kegiatan lokasi indikator kinerja besaran/volume Catatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 0,
I DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Panceng |Persentase ketercapaian sasaran program OPD 100%

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran

dan evaluasi kinerja Perangkat daerah 6 dokumen

Kec. Panceng

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Panceng|Jumlah dokumen Renja OPD 1 dokumen

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Kec. Panceng|Jumlah dokumen RKA - SKPD 1 dokumen
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Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -

3 SKPD Kec. Panceng|Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen
4 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD Kec. Panceng|Jumlah dokumen DPA - SKPD 1 dokumen
5 ggl):’lgmam dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - Kec. Panceng [Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen
Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang
6 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Panceng disusun 1 Laporan
2 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Panceng Jumlah penyediaan administrasi keuangan 12 bulan
Perangkat Daerah
7 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Panceng|Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 25 orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir .
8 Tahun SKPD Kec. Panceng|Jumlah laporan keuangan yang disusun 1 laporan
s Jumlah laporan Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan .
Kec. P Bul T 1 KPD 181
9 Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD ec. Panceng u anan/Triwulanan/Semesteran S yang 8 laporan
disusun
3 |[Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Panceng Jumlah penyediaan administrasi umum 12 bulan
Perangkat Daerah
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kec. Panceng|Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik 1 paket
Bangunan Kantor
11 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Panceng i;:iarh penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 paket
12 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Panceng|Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket
13 |Penyediaan Bahan Logistik Kec. Panceng|Jumlah penyediaan bahan logistik 1 paket
14 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Panceng|Jumlah barang cetakan dan penggandaan 1 paket
15 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Panceng Jumlah pf,zlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan 1 laporan
konsultasi
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem
16 Kec. Panceng 1 Dokumen

Elektronik SKPD

Permerintahan Berbasis Elektronik SKPD
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang

4 Daerah Kec. Panceng urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan
17 [Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |Kec. Panceng|Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon 12 laporan
lah fasilitasi b j it d
18 [Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kec. Panceng Jum-a_ as1-1tas1 pembayaran jasa pelayanan dan 12 laporan
administrasi kantor
5 Pemeli-haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan e Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik 12 bulan
Pemerintahan Daerah daerah
Pe1.'1yed1aan Jasa Pemehharaan,. Biaya Pemeliharaan da.n Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas .
19 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas [Kec. Panceng abatan 12 unit
Jabatan J
P i P lih Bi P lih, Pajak
enyed1fela.ln Jasa Pemeli ar:flan, 1aya Femelinaraan, Tajax, Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas .
20 [dan Perizinan Kendaraan Dinas Kec. Panceng . 1 unit
. Operasional /Lap.
Operasional atau Lapangan
21 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Panceng|Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor 1 unit
22 Pe@ehharaan/Rehab111tas1 Gedung Kantor dan Bangunan Kec. Panceng|Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor 1 unit
Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN . . o
I PELAYANAN PUBLIK Kec. Panceng | Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100%
Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan . . . .
1 ditingkat Kecamatan Kec. Panceng |Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik 7 kegiatan
93 Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat Kec. Panceng Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintah di tingkat 7 kegiatan
kecamatan kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN e s . o
111 KELURAHAN Kec. Panceng |Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa 100%
1 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Panceng |Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa 14 desa
. . Jumlah lembaga kemasuarakatan yang
24 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Kec. Panceng |berpartisipasi dalam forum perencanaan 14 desa

musyawarah perencanaan pembangunan didesa

pembangunan desa
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Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat

Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga

2 Kecamatan Kec. Panceng kemasyarakatan tingkat kecamatan 14 Desa
lah ki itas lemb k akat:

25 |Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Panceng jlﬁ;;: apasitas lembaga kemasyaraxalan yang 14 Desa

26 Kec. Panceng Jl.,lml'a'h la.poran lembaga ekonomi desa yang
Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat difasilitasi 3 laporan

v PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Kec. Pancen Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan 100%
KETERTIBAN UMUM ’ £ yang difasilitasi ¢

1 Koordl'nas1 upaya penyelenggaraan pemerintahan dan e, (B Jumla'.h pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan 12 bulan
ketertiban umum Tarntibum

07 Sinergita.s denga}n kel.:)olisia.m Negara Republik Indonesia, Kec. Panceng Jumlah pela.lksanaan kegiatan pengendalian 12 bulan
TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan keamanan lingkungan
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan

Kec. P 14 D

2 dan Peraturan Kepala Daerah ec. Fanceng Perda dan Perkada esa
Koord.mam/.s 1T1erg1 dengan Perangkat Dacrah yang tugas Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan

28 |fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang- Kec. Panceng Perkada 14 Desa
undangan dan/atau Kepolisian Negara RI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN . o

A% PEMERINTAHAN DESA Kec. Panceng |Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu |[100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

1 . Kec. Panceng . . 12 bulan
Pengawasan Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi P D P

29 asilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kec. Panceng|Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun 28 dokumen
Kepala Desa

30 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Panceng Jumla.h fasilitasi pembinaan administrasi 14 dokumen

Pemerintahan Desa

31 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Kec. Panceng Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan 14 dokumen
aset desa desa dan aset desa

32 [Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Kec. Panceng [Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD 14 dokumen

29




33

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa

Kec. Panceng

Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan
pelaksanaan monev pembangunan didesa

14 dokumen
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Perencanaan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
di daerah.

Dengan memperhatikan beberapa hal diatas, maka Kecamatan Panceng
siap melaksanakan dan mensukseskan Visi Bupati Gresik yang ditetapkan

yakni :

“ Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat

Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Dalam rangka mewujudkan visinya yang kemudian dijabarkan dalam 5

(lima) misi pembangunan meliputi :

1) Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan
Berakhlakul Karimah.

2) Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis
Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

3) Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta
Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat.

4) Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan
Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.

5) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan

Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Nawa Karsa yang menjadi
nafas pembangunan menuju Gresik Baru Yakni Gresik Tuntas (Tanggap,
Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable) Kecamatan
Panceng pada tahun Tahun 2025 - 2029 akan mensukseskannya melalui

Program prioritas yang selaras dengan Nawa Karsa tersebut yakni:

1) Gresik Integrated Smart System

Sistem satu data terpadu yang mengintegrasi seluruh data
pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik
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dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan
dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh
pelayanan  publik,demi terciptanya transparansi tata kelola
pemerintahan daerah (One Data, One Portal,And Open Access)

2) Gresik Rembug Akur

Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu
dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih
Maju

3) Desa Siap

Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data
di di tingkat Desa
4) Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan

Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk,

Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional adalah analisis mendalam
tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada
tingkat Kecamatan. Dengan melakukan telaahan kebijakan Nasional
kecamatan Panceng menyusun rencana kerja yang efektif sesuai dengan
kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan

pembangunan nasional.

Dalam dokumen rencana kerja Kecamatan panceng telaahan

kebijakan nasional yang mencakup beberapa aspek penting antara lain

1. Pelayanan Publik
Yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pengurusan
administrasi kependudukan dan perizinan.

2. Pembangunan Ekonomi Lokal
Yaitu dengan pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan
pembangunan pariwisata,pengembangan UMKM dan peningkatan
kualitas infrastruktur

3. Kesejahteraan masyarakat
Yaitu dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui
peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan,kesehatan dan
fasilitas umum

4. Pemerintahan yang baik
Yaitu dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan Kecamatan serta peningkatan partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan.
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2.1 Tujuan Renja
Tujuan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Panceng Kabupaten
Gresik Tahun 2026 ini adalah sebagai wujud sinkronisasi dan
penjabaran Rencana pembangunan Daerah ( RPJMD ) dan
menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD ), sehingga terjadi
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Kecamatan.
Tujuan Renja yang mengacu pada tujuan Renstra adalah :
Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan
publik «,
3.2.2 Sasaran Renja
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi
dan menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui
tindakan - tindakan yang akan dilakukan secara operasional.
Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan
dapat memberikan fokus terhadap penyusunan program
operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,
terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Yaitu : “ Meningkatnya

kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan “

3.3 Program Dan Kegiatan
Dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Pemantapan
Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, maka ditetapkan program

pembangunan sebagai berikut :

3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Latar Belakang

Latar Belakang Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah adalah  belum optimalnya aparat birokrat,
ketidaksesuaian keahlian/bidang sebagai petugas pelayanan
publik yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap aturan
kedisiplinan serta profesionalisme yang rendah sehingga
belum dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat

dalam mewujudkan Good Governance.
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B. Tujuan Program
Tujuan program meningkatkan kemampuan aparatur
kecamatan dalam melaksanakan TUPOKSI sebagai Aparatur

Pemerintahan

C. Sasaran Program
Sasaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

e Pemenuhan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

e Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Umum

e Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya
air,dan listrik

e Tercapainya perawatan barang milik daerah

e Tercapainya tertib administrasi keuangan

e Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN

e Pemenuhan alat tulis kantor

e Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan

e Pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan
kantor

e Pemenuhan Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi yang didanai dengan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi yang ada

D. Kegiatan Indikatif
Kegiatan indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah adalah :

e Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat daerah

e Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

e Administrasi Umum Perangkat Daerah

e Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

e Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

E. Indikator Keberhasilan
Indikator =~ Keberhasilan program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah adalah:
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e Persentase perencanaan,penganggaran dan evaluasi
kinerja perangkat daerah
e Persentase administrasi keuangan perangkat daerah
e Persentase sdministrasi umum perangkat daerah
e Persentase penyediaan jasa penunjang urusan
pemerintah daerah
e Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang
urusan pemerintah daerah
Dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Peningkatan
Pelayanan Publik, maka ditetapkan program pembangunan sebagai

berikut :

3.3.2PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

A. Latar Belakang
Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kerja baik
kualitas maupun kuantitas dan belum maksimalnya dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

B.Tujuan Program
Tujuan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
publik adalah Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan

dan Kualitas Pelayanan publik

C.Sasaran Program
Sasaran program peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan
dan Kualitas Pelayanan publik adalah tersedianya sarana
prasarana Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan

publik yang memadai/memenuhi syarat

D. Kegiatan Indikatif
Kegiatan indikatif program peningkatan Penyelenggaraan
pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik adalah :
e Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di

Tingkat Kecamatan

E.Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan program peningkatan  sarana dan
prasarana aparatur adalah :
e Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan

diTingkat Kecamatan
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e Persentase Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
Dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka ditetapkan

program pembangunan sebagai berikut:

3.3.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
A. Latar Belakang
Latar belakang program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan adalah pengembangan kemampuan masyarakat,
perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian diri
masyarakat secara mandiri serta

menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan
masyarakat untuk berkembang.

B. Tujuan Program
Tujuan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan adalah Meningkatkan kemampuan lembaga
masyarakat Desa dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
serta masyarakat ikut serta dan berperan secara aktif dalam
proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan
dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, termasuk
dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan
secara gotong-royong menjalankan pembangunan.sebagai
dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan  kegiatan

pembangunan di Wilayah Kecamatan.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan Lembaga
Masyarakat Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat,
serta meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
pembangunan Desa dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

e Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Desa

e Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Tingkat Kecamatan.
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D. Kegiatan Indikatif
Kegiatan indikatif program peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :
e Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
e Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

e Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

E. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah :
e Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
e Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
e Presentasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat

3.3.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
A. Latar Belakang
Latar belakang program Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum sebagai dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang aman , tertib dan tentram serta perlindungan
hak dan kewajiban semua masyarakat yang ada di Wilayah

Kecamatan Panceng

B. Tujuan Program
Tujuan program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan adalah terwujudnya lingkungan unit kerja dan

lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

C. Sasaran Program
Sasaran program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan adalah terciptanya situasi keamanan lingkungan

yang kondusif.

D. Kegiatan Indikatif
Kegiatan indikatif peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan adalah :
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e Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

e Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

E. Indikator Keberhasilan
Indikator  keberhasilan  peningkatan  keamanan  dan
kenyamanan lingkungan adalah :

e Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi
vertikal di wilayah kecamatan

e Presentasi Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah
yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

3.3.5PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
A. Latar Belakang
Latar Belakang program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan desa sebagai urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung
jawab  kepada Badan Permusyawaratan Desa dan
menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut
kepada Bupati. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta
masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang

demokratis.

B. Tujuan Program
Tujuan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tertentu
kepada aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan

Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa /RT/RW.”

C. Sasaran Program
Sasaran program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa adalah terciptanya pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan aturan dan

Perundang-undangan yang berlaku.
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D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa adalah :

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

E. Indikator Keberhasilan

Indikator = keberhasilan @ Pembinaan dan  Pengawasan

Pemerintahan Desa adalah :

Persentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa

Presentasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Presentasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa

Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa

Presentasi sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah dengan pembangunan desa.
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Tabel 2.7 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 (RANKIR Th.2026)
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Rencana Tahun 2026 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027
Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub
No. s /U . /Program/Kegi A Indikator Kinerja Catatan Penting kebutuhan
bl lokasi Target Capaian kebutuhan Sumber Target Capaian Kinerja Dana/Pagu
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana 8 P ) ) g
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN PANCENG 4.316.630.134,14 4.748.293.147,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Pajak
I Persentase ketercapaian sasaran program OPD ec 100% 3.886.211.334,14 ala 100% 4.274.832.467,55
DAERAH KABUPATEN/KOTA Panceng Daerah
E . ' Paiak
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Jumlah .(:lta.kurr.\en perencanaan, penganggaran dan Kec 6 dokumen 12.000.000,00 aja 6 dokumen 13.200.000,00
Perangkat Daerah evaluasi kinerja Perangkat daerah Panceng Daerah
Kec.
1|Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja OPD Panec(;ng 1 dokumen 2.000.000,00 |Pajak Daerah 1 dokumen 2.200.000,00
Kec.
2[Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah dokumen RKA - SKPD Paniing 1 dokumen 2.000.000,00 |Pajak Daerah 1 dokumen 2.200.000,00
Koordinasi dan P Dok Perubahan RKA - Kec.
3|hoordinasi dan Fenyusunan Bokumen Ferubanan Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD ec 1 dokumen 2.000.000,00 |Pajak Daerah 1 dokumen 2.200.000,00
SKPD Panceng
Kec.
4{Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD Jumlah dokumen DPA - SKPD Paniceng 1 dokumen 2.000.000,00 |Pajak Daerah 1 dokumen 2.200.000,00
Koordinasi dan P Dok Perubahan DPA - Kec.
5 oordinast dan Fenyusunan Bokumen Ferubanan Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD ec 1 dokumen 2.000.000,00 |Pajak Daerah 1 dokumen 2.200.000,00
SKPD Panceng
Koodinasi dan P L Capaian Kinerja d Kec.
OO_ fnast a.n fenyusu.man aporan Lapaian finerja can Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun ec 1 Laporan 2.000.000,00 |Pajak Daerah 1 Laporan 2.200.000,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Panceng
Jumlah di dministrasi k P kat Kec. Pajak
2 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah umian penyediaan adminstrasi keuangan Ferangia ec 12bulan | 3.357.800.380,15 aja 12 bulan 3.693.580.418,17
Daerah Panceng Daerah
. - ) ) -~ ) Kec. DAU&Pajak
7|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 25 orang 3.353.800.380,15 25 orang 3.689.180.418,17
Panceng Daerah
Koordinasi dan P L K Akhi Kec.
oordinast dan Fenyusunan taporan feuangan " Jumlah laporan keuangan yang disusun ec 1 laporan 2.000.000,00 |Pajak Daerah 5 laporan 2.200.000,00
Tahun SKPD Panceng
Koordinasi fﬁan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Iap(?ran Keuangan ' Kec. 18 laporan 2.000.000,00 |Pajak Daerah 18 laporan 2.200.000,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun Panceng
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Rencana Tahun 2025 . Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026
Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub ) L. Lokasi Kegiatan
No. Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026
1 2 3 4 5 5 6 7
Kec.
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah Pani(;ng 12 bulan 79.840.953,99 | Pajak Daerah 12 bulan 87.825.049,39
P di K Instalasi Listrik/P B Kec.
10 enyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik ec 1 paket 4.850.900,00 | Pajak Daerah 1 paket 5.335.990,00
Kantor Panceng
Kec.
11|Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pani:zng 1 paket 22.161.200,00 | Pajak Daerah 1 paket 24.377.320,00
Kec.
12|Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga Pani:zng 1 paket 4.461.900,00 | Pajak Daerah 1 paket 4.908.090,00
Kec.
13|Penyediaan Bahan Logistik Jumlah penyediaan bahan logistik Pani(;ng 1 paket 13.535.000,00 | Pajak Daerah 1 paket 14.888.500,00
Kec.
14|Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Pani(;ng 1 paket 6.075.653,99| Pajak Daerah 1 paket 6.683.219,39
Kec.
15|Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pani:zng 1 laporan 5.000.000,00 | Pajak Daerah 1 laporan 5.500.000,00
16 Dukungz{n Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah E?okumen Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Kec. 1 Dokumen 23.756.300,00 | Pajak Daerah 1 Dokumen 26.131.930,00
Elektronik SKPD Elektronik SKPD Panceng
Jumlah fasilitasi diaan j j Kec.
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah umia . EEIIER IS EE ) (T RIS C TR ec 12 bulan 364.146.000 | Pajak Daerah 12 bulan 400.560.600,00
Pemerintahan Daerah Panceng
Kec.
17|Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon Pani(;ng 12 laporan 48.594.000,00 | Pajak Daerah 12 laporan 53.453.400,00
Jumlah fasilitasi b j | dan administrasi Kec.
18|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum umian fasflitast pembayaran jasa pelayanan dan administrast ec 12 laporan 315.552.000,00 | Pajak Daerah 12 laporan 347.107.200,00
kantor Panceng
P lih B Milik D: h P j U Kec.
5 eme I, CLEEL LETES LANL R e I IS G Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah ec 12 bulan 72.424.000,00 | Pajak Daerah 12 bulan 79.666.400,00
Pemerintahan Daerah Panceng
P diaan Jasa P lih , Biaya P lih dan Pajak Kec. . .
19 enyediaan fasa Femell f'araan aya Femell a|taan an raja Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan ec 12 unit 36.940.000,00 | Pajak Daerah 12 unit 40.634.000,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Panceng
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan - . . .
20|Perizinan Kendaraan Dinas J/lig]lah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas Operasional Pa':\i(;n 1 unit 5.500.000,00 | Pajak Daerah 1 unit 6.050.000,00
Operasional atau Lapangan P- 8
Kec. . .
21|Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor Pani:zng 1 unit 10.904.000,00 | Pajak Daerah 1 unit 11.994.400,00
P lih Rehabilitasi Ged Kantor dan B Kec. . . .
22 eAmel araan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor ec 1 unit 19.080.000,00 | Pajak Daerah 1 unit 20.988.000,00
Lainnya Panceng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec.

I i i 9 114.157.700,00 j . d
A BRI Tingkat Kematangan Pelayanan Publik Panceng 100% Pajak Daerah 100% 125.573.470,00
Koordinasi P I kegiat: intahan ditingkat Kec.

6 oorcinastFenye'enggaraan keglatan pemerintanan citingxa Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik ec 7 kegiatan 114.157.700,00 | Pajak Daerah 7 kegiatan 125.573.470,00
Kecamatan Panceng
Peningkatan Efektifitas kegiat: intahan ditingkat Kec.
23 k:cn;;gafarz:n €ktilitas keglatan pemerintahan ditingka Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Pani:zng 7keg/ 5 dok 114.157.700,00 | Pajak Daerah 7 kegiatan 125.573.470,00
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Rencana Tahun 2025 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026
Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub .
No. ‘ / X /Program/Keg / Indikator Kinerja . Catatan Penting kebutuhan
Kegiatan . | Target Capaian kebutuhan Sumber ) L.
lokasi .. — Target Capaian Kinerja Dana/Pagu
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana o
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
n 100% 145.202.500,00 | Pajak Daerah 100% 159.722.750,00
KELURAHAN
Kec.
7 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa Pani(;ng 14 desa 41.759.200,00 | Pajak Daerah 14 desa 45.935.120,00
2 Peningkatan partisipasi masya'rakat dalam forum musyawarah |Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Kec. 14 desa 41.759.200,00 | Pajak Daerah 14 desa 45.935.120,00
perencanaan pembangunan didesa forum musrenbang desa Panceng
Jumlah fasilitasi bi lembaga k katan tingkat Kec.
8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan um’ah fastiitas] pembinaan lembaga kemasyarakatan tingka ec 14 Desa 103.443.300,00 | Pajak Daerah 14 desa 113.787.630,00
kecamatan Panceng
Kec.
25|Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina Pani(;ng 14 Desa 44.968.900,00 | Pajak Daerah 14 desa 49.465.790,00
Kec.
26|Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah laporan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Pani:zng 3 laporan 58.474.400,00 | Pajak Daerah 3 laporan 64.321.840,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec.
v Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi ec 100% 88.838.000,00 | Pajak Daerah 100% 97.721.800,00
umMum Panceng
Koordinasi I intahan d Kec.
9 oor !na5| Hpayapenyelengearaan pemerintanan can Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum ec 12 bulan 66.334.400,00 | Pajak Daerah 12 bulan 72.967.840,00
ketertiban umum Panceng
27 Sine-rgitas d-engah kep‘olis-ian Negara Republik Indonesia, TNI JAumIah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan Kec. 12 bulan 66.334.400,00 | Pajak Daerah 12 bulan 72.967.840,00
dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan lingkungan Panceng
10 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan [Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Kec. 14 Desa 22.503.600,00 | Pajak Daerah 14 Desa 24.753.960,00
Peraturan Kepala Daerah Perkada Panceng
Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas Kec
28 |fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan |Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada Pance.n 14 Desa 22.503.600,00 | Pajak Daerah 14 Desa 24.753.960,00
dan/atau Kepolisian Negara Rl g
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN ilitasi bi 1 P 1 Kec. .
v Persentase Fasilitasi Pelaksanaan P dan Peng ec 100% 82.220.600,00 | Pajak Daerah 100% 90.442.660,00
DESA Desa Panceng
1 Fasilitasi, Rekomenc.!a5| dan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi, Rekomen(?a5| dan Koordinasi Pembinaan dan Kec. 14 Desa 82.220.600,00 | Pajak Daerah 14 Desa 90.442.660,00
Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa Panceng
Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala . Kec. .
29 Desa Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun Panceng 28 dokumen 20.625.600,00 | Pajak Daerah 28 dokumen 22.688.160,00
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Rencana Tahun 2025 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026
No. | Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Catatan Penting
lokasi VAL kebutuhan Sumber Dana Target Capaian Kinerja kebutuhan
Kinerja Dana/Pagu Indikatif E E L Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Kec.
30 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa P 14 dokumen 14.894.600,00 |Pajak Daerah 14 dokumen 16.384.060,00
Desa Panceng
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan |Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa Kec.
31 E & pendayag P peng & 14 dokumen 21.283.200,00 |Pajak Daerah 14 dokumen 23.411.520,00
aset desa dan aset desa Panceng
Kec.
32 |Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD Panceng 0 - |Pajak Daerah 0 0,00
33 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |Jumlah fasilitasi perencanaan pemba.ngunan dan Kec. 2 dokumen 25.417.200,00 | Pajak Daerah 2 dokumen 27.958.920,00
dengan Pembangunan Desa pelaksanaan monev pembangunan didesa Panceng
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Rencana kerja Kecamatan Panceng pada tahun anggaran 2026 disusun
berdasarkan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra PD). Rencana kerja ini untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja Kecamatan
Panceng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun
Anggaran 2026 Kecamatan Panceng menetapkan arah kebijakan dan
prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas
pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta
pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Seluruh kegiatan tahun berjalan diarahkan untuk mendukung
pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik, serta sejalan
dengan tujuan pembangunan wilayah di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 menjadi kelanjutan dari hasil
pelaksanaan tahun sebelumnya, dengan penekanan pada peningkatan
efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pelayanan

masyarakat berbasis teknologi dan partisipasi publik.

Tabel 4.1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(RENJA OPD) Kecamatan Panceng Kab. Gresik

PRAKIR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
e || s || g CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN P TETIT
T B CAPAIA
URUSAN / BIDANG URUSAN / ;‘;Z’é{::;l; AKHIR | CAPAIAN N PRIORITAS EETOMEOR PF;:;‘;:};{; I
NO KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIOD [ RENJA | TARGET PAGU
e KEGIATAN / SUB E ) RENJA | TARGET SUMBER SASARAN PAGU PENANGGUNG
INDIKATIF | LOKASI TARGET
KEGIATAN AWAB
@ RENST | TAHUN | OPD 2 (Rp) DANA | NASIONA DAERAH INDIKATIF (Rp) J
RAOPD [ 2024 | TAHUN L
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KECAMATAN PANCENG 4‘432‘4135‘: 4,875,654,466
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
DANA
Kab TRANSF
PROGRAM PENUNJANG Persentase s131,812,0 | Oresik. [ER
7.01.01 URUSAN TAHAN i 100% 100% [ 7SS Panceng, [ UMUM- 100% 4,544,993,531
DAERAH KABUPATEN/KOTA | sasaran OPD Semua | DANA
Kel/Desa | ALOKASI
UMUM
P1 - Pengentasan
kemiskinan menuju
keadilan dan
DANA kesejahteraan sosial
Jumlah dokumen 18 s s gi’s“k TRANSFE Penguatan Reformasi
7.01.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja ggaran dan evaluasi | dokume 3 dokume | dokume | 34,312,600 | Panceng, | R UMUM- birokrasi didukung 6 dokumen 37,743,860 | KECAMATAN
! dokumen DANA pelayanan publik PANCENG
Perangkat Daerah kinerja perangkat n n n Semua )
daorah Kel Desa | ALOKASI inklusif dan responsif
UMUM gender serta penge
mbangan Smart Gov
ernance berbasis satu
data 1nan
Z'm'm -2.01.000 | pe, usunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
P1 - Pengentasan
kemiskinan menuju
keadilan dan
Kab, DANA kesejahteraan sosial
Jumlah Dokumen 1 Coosite | TRANSFE Penguatan Reformasi
Perencanaan Dokume | 8,980,000 | Panceng | K UMUM- birokrasi didukung 1 Dokumen 9,878,000 | KECAMATAN
pelayanan publik PANCENG
Perangkat Daerah n , Semua )
Kel/ Desa | ALOKASI inklusif dan responsif
UMUM gender serta penge
mbangan Smart Gov
ernance berbasis satu
data 1nan
7:01:01.2.01.000 | goordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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Jumlah Dokumen Kab DANA
RKA- " Coesik | TRANSFE
SKPD dan Laporan . | RumMuM- KECAMATAN
Hasil Koordinasi Bok:m: 3,896,600 P;:;eunag DANA - 1 Dokumen 4,286,260 PANCENG
Penyusunan Kot /Deca | ALOKAST
Dokumen RKA-SKPD UMUM
7.01.01.2.01.000 | goordinast dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
P4 - Pemba ngunan Infr
astruktur P engembang
Jumlah Dokumen DANA an Wilayah Terpadu dan
Perubahan RKA- Kab. Berkeadilan Pengemba
| RansFE i
SKPD dan Laporan 6 1 1 1 Gresik, R UMUM. ngan ekonomi kreatif KECAMATAN
Hasil Koordinasi Dokume Dokume | Dokume 2,645,200 | Panceng, dan peningkata n 1 Dokumen 2,909,720
Dokumen DANA PANCENG
Penyusunan n n emua AR kapasitas fiskal Daerah
Dokumen Perubahan Kel/Desa | HOKA didukung kemudahan,
RKA-SKPD kesederhanaan, dan
ketepatan pelayanan
investasi
Z’°1’°1’2'°1'°°° Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kab.
Gresik, P1 - Pengentasan
Semua kemiskinan menuju
Jumlah Dekumen Kecamat | DANA keadilan dan
Dantram Hagi L N an, TRANSFE kesejahteraan sosial
Y 1 Semua |R UMUM- Pembangu nan ekologi KECAMATAN
Koordinasi Dokume | o b | Dokume | Dokume | 6,721,600 | geis | E SO B g 1 Dokumen 7,303,760 | SECAM
Penyusunan n n n
Kab. ALOKASI p engembang an
Dokumen
Gresik, [ UMUM ckowisata, budaya dan
DPA-SKPD !
Panceng, industri ramah
Semua lingkungan
Kel/Desa
;’01’01’ 01.000 | ¥ oordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
P1 - Pengentasan
Kemiskinan menuju
keadilan dan
Jumlah Dokumen DANA kesejahteraan sosial
Perubahan DPA- Kab. .
el | TrRansFE Penguatan Reformasi
an Laporan ° 1 L z Gresik, | g mum: birokrasi didukun; KECAMATAN
Hasil Koordinasi Dokume Dokume | Dokume | 2,790,000 [ Panceng, 8 1 Dokumen 3,069,000
IS Dokumen DANA pelayanan publik PANCENG
enyusunan n Semua 1 §
ALOKASI inklusif dan responsif
Dokumen Perubahan Kel/Desa
UMUM gender serta penge
DPA-SKPD
mbangan Smart Gov
ernance berbasis satu
data
2’01’01’2'01'000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan P1 - Pengentasan
Capaian Kinerja dan ANA kemiskinan menuju
Ikhtisar Realisasi Kb TRANSFE keadilan dan
Kinerja SKPD dan Grenic. | R umuM- kesejahteraan sosial
Laporan Hasil 6 1 1 g Pembangu nan ekologi KECAMATAN
Koordinasi Laporan | 11ePoran | o oran [RESpOIAS 9,279,200 g‘:rr‘nc‘f:g' DANA berkelanjut an didukung 1 Laporan 10,207,120 [ by NCENG
Penyusunan Laporan Kol Dasa ALOKASI p engembang an
Capaian Kinerja dan UMUM ekowisata, budaya dan
Ikhtisar Realisasi industri ramah
Kinerja SKPD lingkungan
Kab DANA
Jumlah penyediaan b o | TRANSFE .
12 3,521,423,7 N R UMUM- KECAMATAN
7.01.01.2.02 e P e oerangkat | bubn | 12bulan [ 12 bulan [ 12 bulan i | Pancene. | N 12 bulan 3,873,566,118 [ SECAVAT
emua
Daeral Kel/Desa ALOKASI
52 [ umum
701.01:2.02:000 | penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
DANA
Jumlah Orang yan 2 2 2 S Grosi, | TRANSFE - 5
! € YaNg | Orang/b | Orang/bu | Orang/b | Orang/b | 3,508,767,0 > | R uMUM- KECAMATAN
Menerima Gaji dan anceng, Orang/bulan |  3,859,643,748
ulan an ulan ulan 4 DANA PANCENG
Tunjangan ASN emua
Kol asa | ALOKASI
e/besa | ymum
7.01.01.2.02.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Kab, DANA
Tahun SKPD dan S | TRANSFE .
Laporan Hasil 30 1 1 N R UMUM- KECAMATAN
Koordinasi Laporan | 5 12PoTa0 | o poran | Laporan 9,707,200 ga“ce"g’ DANA 1 Laporan 10,677,920 [ pANCENG
emua
Penyusunan Laporan Kol asa | ALOKAST
Keuangan Akhir UMUM
Tahun SKPD
;’01’01’2 02.000 | ¥ sordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Kab DANA
Semesteran SKPD Gre%ik TRANSFE _
dan Laporan 18 18 18 18 + | RUMUM- KECAMATAN
Koordinasi Laporan | Laporan | Laporan | Laporan 2,949,500 | Panceng, | \Ns 18 Laporan 3,244,450 | pANCENG
P L Semua ) st
enyusunan Laporan Py
Keuangan UMUM
Bulanan/Triwulanan
SKPD
186,551,797
DANA
Jumlah penyediaan Groi, | TRANSFE -
7.01.01.2.06 Umum inistrasi umum 12 | 15 bulan | 12 bulan | 12 bulan Panceng, | R UMUM- 12 bulan 13,000,660 [ KECAMATAN
Daerah bulan DANA PANCENG
Perangkat Dacrah Semua | PANA.
Kel/Desa OKAS
UMUM
7:01.01:2.06.000 | pepyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Kab. DANA
Komponen Instalasi Gresik, | TRANSFE -
Listrik/Penerangan | 6 Paket | 1Paket | 1Paket | 1Paket | 11,900,600 | Panceng, | R UMUM- 1 Paket 13,090,660 [ KECAMATAN
DANA PANCENG
Bangunan Kantor Semua
unan K Kol asa | ALOKAST
yang Disediakan el/Desa | Fih
;’01’01’2 06.000 | peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. DANA
Jumlah Paket c.feé;k TRANSFE ~
Peralatan dan N R UMUM- KECAMATAN
Perlengkapan Kantor 6 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 50,836,200 | Panceng, DANA 1 Paket 55,919,820 PANCENG
laps Semua
yang Disediakan Kel Desa | ALOKASI
UMUM
701:01:2.06.000 | penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kab DANA
Jumlah Paket Gfesik TRANSFE R
Peralatan Rumah 6 Paket | 1Paket | 1Paket | 1 Paket 4,507,500 | Panceng, | R UMUM- 1 Paket 4,058,250 | KECAMATAN
Tangga yang Semua DANA PANCENG
Disediakan Kel/Desa ALOKASI
UMUM
Z’Ol 01.2.06.000 | pe\vediaan Bahan Logistik Kantor
DANA
Kab.
Jumlah Paket Bahan Gresik, | FranorE - KECAMATAN
Logistik Kantor yang | 6 Paket | 1Paket | 1 Paket | 1Paket | 33,020,000 | Panceng, [ § O™ 1 Paket 36,322,000 | K
ogisti CENG
Disediakan Semua
Kol Dasa | ALOKASI
UMUM

7.01.01.2.06.000
5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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DANA

Jumlah Paket Barang gf;ik TRANSFE .
S“aka" dan 6 Paket | 1Paket | 1Paket | 1Paket | 14,087,497 |Panceng, | UMUM- 1 Paket 15,496,247 | KECAMATAN
enggandaan yang Somuat’ [ DANA PANCENG
Disediakan Kel Desa | ALOKAST
< UMUM
;’01’01’2'06'000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kab DANA
Jumlah Laporan Coesik, | TRANSFE .
Penyelenggaraan 6 1 1 1 N R UMUM- KECAMATAN
Rapat Koordinasi dan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | 28 100,000 [ Panceng, |\, 1 Laporan 30,910,000 f 5 ANCENG
Konsultasi SKPD Kgr/‘g’;sa ALOKASI
UMUM
7.01.01:2.06.001 Sistem P Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Kab DANA
Dukungan 6 N q oo | TRANSFE .
Pelaksanaan Sistem > [ R umum- KECAMATAN
Pemorintahan Da:(:m Dokumen | Pokume | Dokume | 44,100,000 Fz::::g, DANA 1 Dokumen 48,510,000 | T ENG
Berbasis Elektronik Kol Desa | ALOKASI
pada SKPD UMUM
b DANA
Jumlah fasilitasi oo | TRANSFE .
Jasa p iaan jasa 12 12 289,890,00 » | R umum- KECAMATAN
7.01.01.2.08 Urusan Pemerintahan Daerah | penunjang urusan bulan | 12Pulan | o, [12bulan o gzr:::g’ DANA 12 bulan 318,879,000 | by NCENG
Pemerintahan Daerah Kel/Desa | ALOKASI
c/esa | ymum
7:01.01:2.08.000 | pepyegiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DANA
Jumlah fasilitasi g?:éxk TRANSFE -
pembayaran 12 12 12 2 48,594,000 | Panceng, R UMUM- 12 Laporan 53,453,400 KECAMATAN
Daye Laporan | Laporan | Laporan | Laporan DANA PANCENG
listrik,air dan telepon Semua | 2 Sidae
Kel/Desa
UMUM
Z'°1'°1'2'°8'°°° Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kab DANA
Jumlah fasilitasi oo | TRANSFE .
pembayaran jasa 12 12 12 12 N R UMUM- KECAMATAN
pelayanan dan Laporan | Laperan | Laporan | Laporan | 241:296:000 Fz;‘:::g’ DANA 12 Laporan 265,425,600 | pANCENG
i Kel/Desa [ ALOKASI
UMUM
Kab. ?QEI?SFE
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah fasilitasi 12 12 Gresik, | LN - KECAMATAN
7.01.01. Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan barang | po% | 12 bulan | o 0# = [12 bulan | 99,634,160 | Panceng, | ot 12 bulan 109,507,576 | pliNG
Pemerintahan Daerah milik daerah “ “ Semua
Kel/Desa ALOKASI
UMUM
1'01'01'2'09'000 Jasa Pe Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
DANA
Kab.
Jumlah fasilitasi oo | TRANSFE .
pemeliharaan o o o N R UMUM- " = KECAMATAN
B s 12Unit | 12 Unit | 12 Unit | 12Unit | 37,250,000 | Panceng, | o) 12 Unit 40,975,000 | S ECANEE
jabatan Kel/D ALOKASI
€/Desa | ymum
;01'01'2'09'000 Jasa Pe Biaya Pajak dan Perizinan Dinas O atau Lapangan
Kab, DANA
Jumlah fasilitasi G?e;m TRANSFE R
pemeliharaan > [ R umum- . KECAMATAN
[ 1Unit | 1Unit | 1Unit | 1Unit 7,500,000 | Panceng, | 5,y 1 Unit 8,250,000 [ o AMes
operasional/lapangan ALOKASI
Kel/Desa | e
2’01’01’2'09'000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
DANA
Jumlah fasilitasi g?:élk TRANSFE -
emeliharaan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 26,886,000 | Panceng, | R UMUM- 1 Unit 29,574,600 | KECAMATAN
p % | pANA PANCENG
peralatan kantor Semua | A0
Kel/Desa
UMUM
1:01.01:2.09.000 | pery iharaan,Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kab, DANA
Kantor dan Gieéik TRANSFE R
Bangunan Lainnya > [ R umum- . KECAMATAN
yang 1Unit | 1Unit | 1Unit | 1Unit | 27,998,160 }gz?nc::g, DANA 1 Unit 30,797,976 | by NOENG
Dipelihara/Direhabili Kel/Desa ALOKASI
tasi UMUM
Kab. DANA
PROGRAM TRANSFE
PENYELENGGARAAN Tingkat 100,072,85 | ST | R umuM:
7.01.02 PEMERINTAAN DAN Kematangan 100% 100% 100% | 100% o Pancens, | paxa 100% 110,080,135
PELAYANAN PUBLIK clayanan Fublt K"'Y/‘Ba ALOKASI
€/Pesa | ymum
P5 - Pembangunan
M 1 | Karakter Masyarakat
;‘“"‘"r yang Berbasis nilai-nilai
Stabilitas | Kesalehan Sosial, Budi
Koordinasi Penyelenggaraan ) Polhukha | Pekerti Luhur dan
Kegintan Jumlah kegiatan 6 1 1 o 100,072,85 i Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
7.01.02.2.01 e tahan di Tingkat peningkatan Kegiata | pooioon | Keglata | o 00 T Fan Reformasi birokrasi Kecamatan | 7 Kegiatan 110,080,135 | peiNG
€ pelayanan publik n € n 8 didukung pelayanan Panceng
Kecamatan Transfor
v publik inklusif dan
Pelayana responsif gender serta
oy | penge mbangan Smart
Governance berbasis
satu data pembangunan
;'01'02 2.01.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
P5 - Pembangunan
Memperk | Karakter Masyarakat
u; PerX | yang Berbasis nilai-nilai
DANA Stabilitas | Kesalehan Sosial, Budi
Jumlah Fasilitasi Kab. TRANSFE | Polhukha giffﬁ;;?gz‘p‘iizum“ Desadesa se
kegiatan 7 Gresik, R UMUM- | nkam P - . KECAMATAN
pemermntahan di Kegiatan | 100:072:850 | Lo | DANA Dan izfox;zasx bli‘nkray geramatan 7 kegiatan 110,080,135 | pipve
Tingkat Kecamatan Prupuh | ALOKASI |Transfor [S'CUSUDE pelayanan anceng
UMUM masi publik inklusif dan
e ana_ | Tesponsif gender serta
o Puyblik penge mbangan Smart
Governance berbasis
satu data pembangunan
Persentase Pelaku
Ekonomi di Wilayah
Kecamatan yang 80
difasilitasi Persentase 80 Persen | Persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN Lembaga 100 % 100 100 101,070,80 95 %
7.01.03 MASYARAKAT DESA DAN Kemasyarakatan 100 % Persen Persen 100% ’ ” 0 100 % 111,177,880
KELURAHAN tingkat Kecamatan 100 % 100 %
g 85 Persen | 85
yang dibina Percen
Persentase Lembaga
Ekonomi Masyarakat
ang difasilitasi
P5 - Pembangunan
M i | Karalter Masyarakat
Ctmpcr yang Berbasis nilai-nilai
;?abﬂitas Kesalehan Sosial, Budi
Polhukha Pekerti Luhur dan
Koordinasi Kegiatan Jumlah fasilitasi nlkam Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
7.01.03.2.01 Pomberdayans Dooa kegiatan 14 Desa | 14 Desa | 14 Desa | 14 Desa | 26,122,800 i Reformasi birokrasi Kecamatan 14 Desa 28,735,080 | . oCAENG
ya pemberdayaan desa Teansor | didukung pelayanan Panceng ‘
o publik inklusif dan
Pelayana | responsif gender serta
N Puybnk penge mbangan Smart
Governance berbasis
satu data pembangunan
Z"“ 03.2.01.000 [ pe i orcatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Mu h Per di Desa
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P5 - Pembangunan
Karakter Masyarakat

Memperk | . ng Berbasis nilai-nilai
Jumlah Lembaga uat yang ! §
.. | Kesalehan Sosial, Budi
Kemasyarakatan DANA Stabilitas [ pood S oS
yang Berpartisipasi Kab. TRANSFE | Polhukha | gl COAn B8 tan | Desadesa se
dalam Forum 14 desa | 26,122,800 | Gresik, | R UMUM- | nkam Reformasi birokrasi Kecamatan 14 desa 28,735,080 | KECAMATAN
Musyawarah Panceng, | DANA Dan PANCENG
b didukung pelayanan Panceng
erencanaan Prupuh ALOKASI | Transfor
! publik inklusif dan
Pembangunan di UMUM [ masi ’
responsif gender serta
esa Pelayana
" penge mbangan Smart
n Publik
Governance berbasis
satu data I embang nan
P5 - Pembangunan
Mermperk Karakter Masyarakat
e yang Berbasis nilai-nilai
S bilitas | Kesalehan Sosial, Budi
Jumlah fasilitasi Polhakhy | Pekerti Lubur dan
Pemberdayaan Lembaga Pembinaan Lembaga 12 12 nim: ‘@ | Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
7.01.03.2.03 Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan 12 Bulan 14 desa | 74,948,000 Reformasi birokrasi Kecamatan 14 desa 82,442,800
! Bulan Bulan Dan PANCENG
Kecamatan Desa di tingkat didukung pelayanan Panceng
Transfor
Kecamatan ! publik inklusif dan
masi ’
responsif gender serta
Pelayana
" penge mbangan Smart
n Publik
Governance berbasis
satu data I embang nan
;0103, 03.000 Kapasitas Lembaga
P5 - Pembangunan
M Karakter Masyarakat
emperk ;
o yang Berbasis nilai-nilai
Jumlah kapasitas . TRANSFE | Polhukha N
P Gresik, | Vo | o Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
cmbaga 14 desa | 48,330,400 | Panceng, nikam Reformasi birokrasi Kecamatan 14 desa 53,163,440
kemasyarakatan yang DANA Dan N PANCENG
; emua didukung pelayanan Panceng
dibina ALOKASI | Transfor g pe e
Kel/Desa | g publik inklusif dan
responsif gender serta
Pelayana
% | penge mbangan Smart
n Publik ;
Governance berbasis
satu data pembangunan
01:03:2:03.000 | gagilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
P5 - Pembangunan
Karakter Masyarakat
Memperk syarakat
o yang Berbasis nilai-nilai
DANA S bilitas | Kesalehan Sosial, Budi
Jumlah Laporan Pekerti Luhur dan
Fasilitasi 12 12 3 g?;]k ;Rl?‘&'ﬁff :f(l:‘r:kha Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
Pengembangan 12 Bulan 26,617,600 > - Reformasi birokrasi Kecamatan 3 Laporan 29,279,360
Bulan Bulan | Laporan Panceng, | DANA Dan PANCENG
Usaha Ekonomi didukung pelayanan Panceng
Doudo ALOKASI | Transfor
Masyarakat ! publik inklusif dan
UMUM [ masi !
responsif gender serta
Pelayana
penge mbangan Smart
n Publik
Governance berbasis
satu data pembangunan
Persentase
PROGRAM KC 100 o
7.01.04 KETENTRAMAN DAN Konflik di Persen Pe o 61,634,800 100 Persen 67,798,280
KETERTIBAN UMUM Kecamatan yang erse
difasilitasi
P5 - Pembangunan
Karakter Masyarakat
Memperk syar )
yang Berbasis nilai-nilai
uat Kesalehan Sosial, Budi
DANA Stabilitas N i
Kab. Pekerti Luhur dan
Koordinasi Upaya iﬁ:ﬁ?ﬂzgaksanaa“ 12 12 12 Gresik, ;R:‘&'ISJEE :fl(ahr:kha Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
7.01.04.2.01 Penyelenggaraan Ketentraman 12 Bulan 55,018,400 | Panceng, . Reformasi birokrasi Kecamatan 12 Bulan 60,520,240
Penyelenggaraan Bulan Bulan | Bulan DANA Dan PANCENG
dan Ketertiban Umum emua didukung pelayanan Panceng
Trantibum. ALOKASI | Transfor
Kel/Desa ! publik inklusif dan
UMUM [ masi !
responsif gender serta
Pelayana
penge mbangan Smart
n Publik
Governance berbasis
satu data pembangunan
7.01.04.2.01.000 [ ) ! ) ) ) } )
1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
P5 - Pembangunan
Memperl | Karakter Masyarakat
o P yang Berbasis nilai-nilai
DANA o bilitas | Kesalehan Sosial, Budi
Pekerti Luhur dan
Jumlah pelaksanaan Kab. TRANSFE | Polhukha Berintegritas Penguatan | Desa-desa se
keglatan 12 12 bulan 12 |12 bulan | 55,018,400 | Sresik R UMUM- | nkam Reformasi birokrasi Kecamatan 12 bulan 60,520,240 | KECAMATAN
pengendalian bulan bulan Panceng, | DANA Dan PANCENG
didukung pelayanan Panceng
lingkungan Prupuh | ALOKASI | Transfor Kxung pela
fheptig publik inklusif dan
masi
responsif gender serta
Pelayana
penge mbangan Smart
n Publik
Governance berbasis
satu data pembangunan
P5 - Pembangunan
Karakter Masyarakat
Memperk ;
- yang Berbasis nilai-nilai
wat Kesalehan Sosial, Budi
Stabilitas !
o Poihakhy | Pekerti Lubur dan
Koordinasi Penerapan dan Jumlah koordinasi nlkam Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
7.01.04.2.02 Penegakan Peraturan Dacrah | penegakan Perda dan | 14 Desa | 14 Desa | 14 Desa | 14 Desa | 6,616,400 e Reformasi birokrasi Kecamatan 14 Desa 7,278,040 | p NG
dan Peraturan Kepala Daerah Perkada didukung pelayanan Panceng
Transfor <ung pete
! publik inklusif dan
masi
b responsif gender serta
elayana
"2 | penge mbangan Smart
n Publik
Governance berbasis
satu data pembangunan
7.01.04.2.02.000 A ) ) ) )
1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Dacrah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
P5 - Pembangunan
Jumlah Laporan Memperk | Karakter Masyarakat
Koordinasi/Sinergi t P yang Berbasis nilai-nilai
gengan Perangkat DANA Stabilitas | Kesalehan Sosial, Budi
aerah yang Tugas Pekerti Luhur dan
dan Fungsinya di Kab. TRANSFE | Polhukha | goriniceritas Penguatan | Desa-desa se
Bidang Penegakan 14 desa 6,616,400 g"es’k' R UMUM:- | nkam Reformasi birokrasi Kecamatan 14 desa 7,278,040 | KECAMATAN
anceng, | DANA Dan PANCENG
Peraturan didukung pelayanan Panceng
Prupuh | ALOKASI | Transfor Kung pela
Perundang-Undangan publik inklusif dan
UMUM | masi
dan/atau Kepolisian responsif gender serta
Pelayana
Negara Republik "2 | penge mbangan Smart
) n Publik ;
Indonesia Governance berbasis
satu data unan
Persentase Fasilitasi
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.06 PENGAWASAN ';:::‘;:::::’;an P:::‘e’n P:::‘e’n P:::‘e’n P:":gn 37,822,400 100 Persen 41,604,640
PEMERINTAHAN DESA
Pengawasan Desa
P5 - Pembangunan
M 1 | Karakter Masyarakat
CMPErX | yang Berbasis nilai-nilai
o bilitas | Kesalehan Sosial, Budi
Fasilitasi, Rekomendasi dan ;:;";Z;; r{;; ;l;ii;‘l Polhukha Ei‘:fﬂé;f;“; S:n“gemba Desa-desa se
7.01.06.2.01 g”""!i“"‘ Pembinaan dan 12 12 Bulan 12 2 37,822,400 nkam ngan ekonomi kreatif Kecamatan 12 Bulan 41,604,640 | KECAMATAN
embinaan dan Pengawasan Bulan Bulan Bulan Dan . PANCENG
Pomorintahan Doce Pengawasan Teansor | dan peningkata n Panceng
Pemerintahan Desa ! kapasitas fiskal Daerah
masi
didukung kemudahan,
Pelayana
"2 | kesederhanaan, dan
n Publik [
etepatan pelayanan
investasi
7.01.06.2.01.000 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
1 Peraturan Kepala Desa
P5 - Pembangunan
M Karakter Masyarakat
emperk syaraxat
! yang Berbasis nilai-nilai
Jumlah Dokumen wat Kesalehan Sosial, Budi
ng Difasilitasi DANA Stabilitas | peyerti Luhur dan
fad o 28 28 28 Kab. TRANSFE | Polhukha | p° 7 AP £ ba | csa-desase
am rang 28 Gresik, | R UMUM- | nkam erintegrita s Pengemba. | yecamatan KECAMATAN
Penyusunan Dokum | Dokume | Dokume | 4,638,400 ngan ekonomi kreatif 28 Dokumen 5,102,240
lokumen Panceng, | DANA Dan Panceng PANCENG
Peraturan Desa dan en n n dan peningkata n
Prupuh | ALOKASI | Transfor
Peraturan Kepala ! kapasitas fiskal Daerah
UMUM | masi
Desa didukung kemudahan,
Pelayana |y oegerhanaan, dan
n Publik ’

ketepatan pelayanan
investasi

7.01.06.2.01.000
2

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
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P5 - Pembangunan
Karakter Masyarakat

‘“f;mp“k yang Berbasis nilai-nilai
DANA Stabilitas | Kesalehan Sosial, Budi
Jumlxg{fDo:(umen " Kab. TRANSFE | Pothtrkha gekerti Lghurpdan esa-desa se
yang Difasilitasi . - erintegritas Penguatan | i t
dalam rang] Dokume | 6,907,400 g'cf’k’ g XP&UM Bk‘“" Reformasi birokrasi Fccama 2% | 14 Dokumen 7,598,140 gfﬁég‘ﬁg""
Administrasi Tata n anceng, an didukung pelayanan anceng
LS Prupuh | ALOKASI | Transfor U ayar
Pemerintahan Desa oMUM | mast publik inklusif dan
Pelayana | Tesponsif gender serta
o Pj’bnk penge mbangan Smart
Governance berbasis
satu data pembangunan
;'01'06'2'01'000 Fasilitasi Ko Desa dan P unaan Aset Desa
P5 - Pembangunan
Memperk | Karakter Masyarakat
¢ P yang Berbasis nilai-nilai
Jumlah Dokumen DANA g?ﬁbili tas | Kesalehan Sosial, Budi
yang Difasilitasi Kab. TRANSFE | Pothakhy | Pekerti Luhur dan
dalam rangka 14 14 14 14 oot | RO, | e Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
Pengelolaan Dokum | oot o | Dokume | Dokume 8,677,400 | p . | DANA Dan Reformasi birokrasi Kecamatan 14 Dokumen 9,545,140 | by N CENG
Keuangan Desa dan en n n 2 didukung pelayanan Panceng
Prupuh ALOKASI | Transfor
Pendayagunaan Aset omum | et publik inklusif dan
Desa Pel responsif gender serta
potle | penge mbangan Smart
Governance berbasis
satu data unan
;’01’06’2'01'000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
P5 - Pembangunan
M 1 | Karakter Masyarakat
u:{"‘p"'r yang Berbasis nilai-nilai
Jumlah Dokumen DANA Stabilitas | Kesalehan Sosial, Budi
Fasilitasi dalam 82118 | Pekerti Luhur dan
Kab. TRANSFE | Polhukha
rangka Pelaksanaan 14 Gresik R UMUM.- | nkam Berintegritas Penguatan | Desa-desa se KECAMATAN
Tugas dan Fungsi Dokume | 6,746,400 [ pres % | 5 Do Reformasi birokrasi Kecamatan | 14 Dokumen 7,421,040 [ o oG
Badan n poioete | Arokast | Teansfor | didukung pelayanan Panceng
Permusyawaratan P! OMUM et publik inklusif dan
Desa Pelovana | responsif gender serta
Pj’bl.k penge mbangan Smart
7 PUBHE | Governance berbasis
satu data pembangunan
1:01.06:201.000 | pagilitasi sinkronisasi Daerah dengan Pembangunan Desa
P5 - Pembangunan
Memperk | Karakter Masyarakat
. P yang Berbasis nilai-nilai
ual Kesalehan Sosial, Budi
Jumlah Dokumen DANA Stabilitas Pekerti Luhur dan
Sinkronisasi 6 1 1 Kab. TRANSFE | Polhukha | oo 0 1o tan | Desade
Perencanaan 1 10,852,800. | Gresik, |R UMUM- | nkam crintegritas Fenguatan | Jesa-desa se KECAMATAN
Dokum Dokume | Dokume Reformasi birokrasi Kecamatan 1 Dokumen 11,938,080
Pembangunan o | Dokumen . 00 [ Panceng, | DANA Dan i S PANCENG
Daerah dengan Prupuh [ ALOKASI | Transfor | 17 HnE Beayanan anceng
Pembangunan Desa UMUM masi P §
Pelayana | Tesponsif gender serta
o Potil | penge mbangan Smart
Governance berbasis
satu data
JUMLAH 4’432‘;:36‘1) 5,347,878,939

48




BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan
Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah

pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkannya
Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana
Strategis Kecamatan Panceng Tahun 2025- 2029 selanjutnya akan
dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Panceng Tahun 2026.

2. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini maka
semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman
dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan
program kegiatan tahunan.

3. Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar
pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai
dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKjIP) Tahun 2025.

4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026
ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam
melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

5. Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2026 ini akan dijadikan
dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2026
dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi organisasi tahun 2026
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6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Panceng Tahun 2026
ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi
untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahun 2026 dan dapat

dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja.

Oktober 2025
PANCENG

LA PURNO,S.Sos..MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19681129 199302 1 001
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